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P U T U S A N 

Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat 

banding telah memutuskan perkara antara: 

1. Pembanding I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, pendidikan SLTA, memilih tempat tinggal 

di alamat kuasa hukumnya, Jalan Patriot No. 72, 

Kelurahan Kranji, Kecamatan Jakasampurna, Kota 

Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada RUDI 

TRINGADI, S.H. dan EROIKO RIDWAN, S.H., M.H., 

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor 

Advokat “Rudi Tringadi, S.H. Dan Rekan”, berkantor di 

Jalan Patriot Raya No. 72, Kranji, Jakasampurna, 

Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 

Maret 2020, dahulu sebagai Penggugat/Tergugat 

Intervensi I sekarang Pembanding I; 

2. Pembanding II, umur 26 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di 

Komplek Villa 200 Blok A.24 RT. 005 RW. 005, 

Kelurahan , Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, 

Jawa Barat, dahulu sebagai Penggugat Intervensi I 

sekarang Pembanding II; 

melawan 

Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, 

bertempat tinggal di Jalan Bumi Pratama III Blok J. No. 

10 RT. 006 RW. 006, Kelurahan Dukuh, Kecamatan 

Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai 

Tergugat/Tergugat Intervensi sekarang Terbanding; 

dan 

SALINAN 
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Turut Terbanding, bertempat tinggal di Gang Bukit Mulia No. 23 RT. 003 

RW. 007, Kelurahan Ciumbeluit, Kecamatan Cidadap, 

Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu Penggugat 

Intervensi II sekarang Turut Terbanding; 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding; 

DUDUK PERKARA 

 Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan 

Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 11 

Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 

Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi: 

- Menolak eksepsi Tergugat; 

Dalam Pokok Perkara: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

2. Menetapkan tanah seluas 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) 

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama Tergugat (Tergugat), 

terletak di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas; 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gardu PLN; 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tembok Apartemen Villa 200 Unit1; 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok Apartemen Villa 200, 

Unit A/49; 

- Sebelah Barat berbatasan denganJalan Kompleks Villa 200; 

Dan bangunan diatasnya seluas 21,75% (dua puluh satu koma tujuh 

puluh lima persen) dari bangunan seluas 200 M2 (dua ratus meter 

persegi) adalah harta bawaan milik Tergugat; 

3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah 

78,25% (tujuh puluh delapan koma dua puluh lima persen) dari 

bangunan seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi) di atas tanah 

sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2; 



 

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No. Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg 

 

 

4. Menetapkan ½ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut 

pada diktum angka 3 (tiga) menjadi hak Penggugat dan ½ (seperdua) 

menjadi hak Tergugat; 

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau yang menguasai harta 

tersebut untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut pada 

diktum angka 4 (empat). Jika tidak dapat dilaksanakan pembagian 

secara natura, maka harta bersama tersebut dilelang, hasilnya ½ 

(seperdua) untuk Penggugat dan ½ (seperdua) untuk Tergugat; 

6. Menyatakan sah dan berharga penetapan sita harta bersama (Marital 

Conservatoir Beslaag) atas tanah dan bangunan yang terletak di Kota 

Bekasi, Jawa Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor xxxx atas nama 

Tergugat (Tergugat); 

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 

Dalam Intervensi: 

- Menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai 

Penggugat Intervensi dalam perkara ini; 

Dalam Provisi, Eksepsi, Pokok Perkara Dan Intervensi:  

- Membebankan biaya  perkara  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  

secara tanggung renteng sejumlah Rp4.496.000,00 (empat juta empat 

ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); 

Bahwa Penggugat dan kuasa hukumnya hadir pada sidang 

pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut; 

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat sebagai 

Pembanding dan Penggugat Intervensi I telah mengajukan permohonan 

banding masing-masing pada tanggal 21 Februari 2020 dan tanggal 5 Maret 

2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat 

oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut 

diberitahukan masing-masing kepada Penggugat sebagai Terbanding melalui 

Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 24 Februari 2020, kepada 

Penggugat Intervensi I sebagai Pembanding II pada tanggal 13 Maret 2020 

dan kepada Penggugat Intervensi II sebagai Turut Terbanding pada tanggal 

18 Maret 2020; 
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Bahwa Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan memori banding 

pada tanggal 31 Maret 2020 dan memori banding tersebut telah 

diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur 

pada tanggal 1 April 2020 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori 

banding pada tanggal 4 Mei 2020; 

Bahwa Pembanding I dan II, Terbanding,  dan  Turut Terbanding  telah 

diberitahu  untuk  melakukan  inzage masing-masing pada     tanggal   5 

Maret 2020, 13 Maret 2020, 24 Februari 2020, dan tanggal 18 Maret 2020, 

akan tetapi Pembanding I dan II, Terbanding dan Turut Terbanding tidak 

melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang 

dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 

Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 16 April 2020; 

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Mei 2020 dengan nomor 

Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 

24 Februari 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 11 

Februari 2020 kuasa hukum Pembanding hadir, dengan demikian 

permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni 

dalam waktu 3 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat 

diterima; 

Menimbang, bahwa Pembanding II mengajukan banding pada tanggal 

5 Maret 2020 dan pada saat putusan perkara gugatan intervensinya 

dibacakan pada tanggal 10 Desember 2019 Pembanding II hadir, dengan 

demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 85 

hari. Dalam hal ini permohonan banding tersebut telah melampaui masa 

tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas 

dasar itu permohonan banding dari Pembanding II harus dinyatakan tidak 

dapat diterima; 
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Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

akan mengadili materi perkara; 

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I dalam memori bandingnya 

pada pokoknya menyatakan: 

1. Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Tidak Menerapkan 

Hukum Pembuktian Secara Benar 

Dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, Judex Facti telah 

mengesampingkan fakta bahwa rumah objek perkara telah dibeli pada 

waktu berlangsungnya ikatan perkawinan, berdasarkan transaksi jual beli 

yang sah antara Terbanding dengan pihak Penjual (sdr. Saksi 

Suratmoko), fakta ini juga telah diakui oleh Terbanding dan saksi Saksi 

Suratmoko di persidangan. Dengan fakta seperti ini, seharusnya majelis 

hakim sudah dapat memastikan bahwa objek perkara adalah harta 

bersama antara Pembanding dan Terbanding sesuai dengan ketentuan 

pasal Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dan Pasal 1 huruf (f) jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam 

Indonesia; 

Dalam menerapkan hukum pembuktian, Judex Facti telah 

mengesampingkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek perkara 

seluruhnya adalah harta bersama, akan tetapi dengan menelusuri lebih 

dalam asal usul uang pembelian rumah objek perkara. Sehingga dengan 

mempertimbangkan lebih jauh asal usul uang pembelian rumah objek 

perkara, Judex Facti telah menerapkan pembuktian materil, seakan-akan 

perkara a quo adalah sebuah “perkara tindak pidana”. Cara mengadili 

yang dilakukan oleh Judex Facti jelas telah menyimpang dari prinsip 

hukum pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata, yakni 

“Pembuktian Formil” bukan “Pembuktian Materil”; 

Bahwa dalam perkara a quo, diperoleh fakta hukum objek perkara a quo 

adalah harta bersama, berdasarkan bukti-bukti: 

Bukti P-2: Sertipikat Hak Atas Tanah Hak Milik No. xxxx atas nama 

Tergugat, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bekasi; 
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Keterangan: Bukti ini bersesuaian dengan Bukti T- 3 dan diakui oleh 

Tergugat; 

Bukti P-3: Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 199/2018 diterbitkan 

oleh Kantor Pertanahan Bekasi tanggal 18 Februari 2019; 

Keterangan: Bukti ini menunjukkan fakta bahwa objek perkara adalah 

benar berupa hak atas tanah dengan sertipikat Hak Milik No. xxxx atas 

nama Tergugat; 

Bukti T-6: Akta Jual Beli Nomor 4311/1123/JB/BKS/VIII/1994 tanggal 30 

Saksitus 1994 yang ditandatangani oleh Saksi Suratmoko selaku Penjual 

dan Tergugat selaku Pembeli dihadapan Johanna Swandhayani, SH 

selaku PPAT; 

Keterangan: Bukti ini bersesuaian dengan keterangan yang tertera pada 

Sertipikat Hak Milik No. xxxx (Bukti P-2 dan T-3), menunjukkan fakta 

bahwa benar jual beli yang dilakukan Terbanding (selaku Pembeli) terjadi 

pada saat berlangsungnya ikatan perkawinan antara Pembanding dan 

Terbanding; 

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, seharusnya Judex Facti sudah dapat 

menentukan bahwa objek perkara adalah harta bersama antara 

Pembanding dan Terbanding, akan tetapi fakta hukum ini tidak 

dipertimbangkan terlebih dahulu, melainkan yang dipertimbangkan 

adalah asal usul uang pembeliannya. Dengan cara memeriksa dan 

mengadili seperti ini, Judex Facti telah menyimpang dari kaidah-kaidah 

pemeriksaan bukti dalam suatu perkara perdata yang bertujuan 

menemukan kebenaran formil, bukan kebenaran materil; 

2. Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Tidak Memberikan 

Pertimbangan Hukum Yang Cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) 

Dalam memutuskan bahwa objek perkara awalnya adalah harta bawaan 

milik Terbanding berdasarkan asal usul uang pembelian rumah yang 

bersumber dari orang tua Terbanding, terlihat jelas Judex Facti tidak 

memberikan pertimbangan hukum yang cukup karena hanya sebatas 

pada asal usul uang pembelian saja, dalam hal ini majelis hakim tidak 
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memeriksa secara lebih dalam apa maksud dan tujuan serta untuk 

kepentingan siapa uang tersebut diberikan; 

Fakta persidangan, dari keterangan saksi Boby BW Sarwono bin 

Sarwono (kakak kandung Terbanding) sebagaimana tertera dalam isi 

putusan perkara a quo disebutkan:  

- bahwa Pembanding tidak mengetahui proses pada saat orang tua 

Terbanding menghibahkannya kepada Terbanding dan saksi tidak 

mengetahui apakah rumah tersebut hanya untuk Terbanding saja atau 

untuk Terbanding dan Pembanding” (keterangan saksi ini dimuat pada 

halaman 28); 

- bahwa pemberian rumah itu dengan cara hibah secara lisan tanpa 

ada saksi dan tidak disaksikan oleh Pembanding selaku isteri 

Terbanding ketika itu, dan saksi tidak menyaksikan proses terjadinya 

akta jual beli (keterangan saksi ini dimuat pada halaman 29); 

Kedua fakta persidangan tersebut seharusnya dicermati dengan 

seksama oleh Judex Facti, karena menunjukkan ada ketidakjelasan 

mengenai maksud dan tujuan pemberian uang, apakah benar uang 

pembelian rumah tersebut diberikan hanya untuk diri pribadi Terbanding 

saja atau untuk Terbanding dan Pembanding bersama-sama. Hal ini 

mengingat bahwa pada saat terjadinya pemberian uang itu hubungan 

Pembanding dan Terbanding masih harmonis sebagai sebuah keluarga; 

Dalam mengadili perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Bekasi seharusnya menggali kembali fakta-fakta lain untuk memperoleh 

kesimpulan apakah uang pembelian rumah pemberian orang tua 

Terbanding itu untuk kepentingan Terbanding sendiri atau untuk 

kepentingan keluarga Pembanding dan Terbanding secara bersama-

sama; 

Sebenarnya telah ada fakta-fakta yang memberikan petunjuk bahwa 

maksud dan tujuan pemberian uang tersebut adalah untuk kepentingan 

keluarga, yakni untuk Pembanding dan Terbanding bersama-sama. 

Fakta yang terungkap di persidangan, antara lain: 
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- Bahwa benar rumah tersebut dipergunakan/dihuni serta diperllihara 

dengan baik oleh Pembanding dan Terbanding bersama-sama; 

- Bahwa benar rumah tersebut telah direnovasi oleh Pembanding dan 

Terbanding bersama-sama; 

Selain kedua fakta tersebut, seharusnya dipertimbangkan pula segi 

budaya hidup berkeluarga di masyarakat Indonesia mengenai suatu 

pemberian hadiah, dimana pemberian hadiah perkawinan dari orang tua 

kepada sebuah keluarga dianggap juga sebagai pemberian kepada 

pasangan suami-istri tersebut tanpa membeda-bedakan statusnya 

sebagai anak atau menantu; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, seharusnya Judex Facti 

menentukan suatu persangkaan hukum bahwa uang pemberian orang 

tua Terbanding untuk membeli rumah objek perkara dimaksudkan untuk 

kepentingan bersama antara Pembanding dan Terbanding. Oleh 

karenanya, rumah yang menjadi objek perkara seluruhnya adalah harta 

bersama antara Pembanding dan Terbanding; 

3. Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Telah Melakukan 

Kekhilafan Yang Nyata Dalam Memutuskan Objek Perkara sebagai Harta 

Bawaan Terbanding 

Dalam isi putusannya, Judex Facti telah melakukan kekhilafan yang 

nyata dalam mempertimbangkan status objek perkara a quo sebagai 

harta bawaan Terbanding, karena tidak dapat membedakan bahkan 

mencampur adukan antara asal muasal uang pembelian rumah dengan 

transaksi jual beli rumah yang dilakukan oleh Terbanding; 

Dalam perkara a quo, sesungguhnya terdapat dua (2) peristiwa hukum 

yang berbeda, yakni peristiwa pemberian uang dari orang tua Terbanding 

dan peristiwa hukum transaksi pembelian rumah. Dalam pengertian 

hukum bagaimana pun juga transaksi pemberian uang dan transaksi 

pembelian rumah bukanlah hal yang sama, walaupun diketahui 

pemberian uang tersebut dipergunakan Terbanding untuk membeli 

rumah. Dalam konteks hukum, transaksi pemberian uang adalah 
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perbuatan hukum tersendiri, demikian juga transaksi jual beli rumah 

sebagai perbuatan hukum yang tersendiri pula; 

Akibat yang timbul dari mencampuradukkan dua peristiwa hukum yang 

berbeda, baik mengenai subjek maupun objeknya, maka putusan yang 

dihasilkan Judex Facti dalam perkara a quo bersumber dari kekeliruan 

yang nyata. Pencampuradukkan dua peristiwa/perbuatan hukum yang 

berbeda-bagaimana pun juga jika dipaksakan hanya menghasilkan 

“lompatan logika hukum” dengan segala konsekuensi kekeliruannya; 

Kesimpulannya, fakta hukum yang telah secara terang benderang 

menunjukkan bahwa objek perkara pada saat dibeli sesungguhnya 

adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, dengan 

menggunakan lompatan logika hukum yang keliru akhirnya menjadi 

kabur (samar-samar), sehingga yang terlihat seakan-akan objek perkara 

a quo adalah “Harta Bawaan Terbanding”, padahal tidak demikian; 

Bahwa selain mengaburkan fakta hukum objek perkara sebagai harta 

bersama, putusan yang dihasilkan Judex Facti dalam perkara a quo juga 

sangat membingungkan sebagaimana tertera dalam bagian 

pertimbangan hukumnya halaman 46- 47; 

Mencermati isi pertimbangan hukum tersebut, menimbulkan pertanyaan 

bagaimana mungkin “Renovasi Rumah” dijadikan sebagai harta 

bersama, sedangkan ketentuan hukum yang mengatur harta bersama 

sudah demikian “jelas dan definitif“ menentukan bahwa “harta yang 

diperoleh selama selama perkawinan baik sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama  adalah harta bersama”; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Majelis Hakim Tinggi Agama berkenan 

untuk memutuskan sebagai berikut: 

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara No. 

Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks; 

Selanjutnya: 

Mengadili Sendiri: 

Dalam Provisi: 
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1. Menetapkan sita harta bersama (Marital Conservatoir Beslag) atas 

sebuah rumah (Tanah dan Bangunan) beserta segala sesuatu yang 

melekat didalamnya terletak  Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, 

bersertipikat Hak Milik No. xxxx atas nama Tergugat, seluas 140 m2 

(Tanah) berikut Bangunan seluas +/- 200 m2, dengan batas-batas: 

a. Sebelah Utara: Gardu PLN;  

b. Sebelah Timur: Tembok Apartemen Villa 200, Unit 1; 

c. Sebelah Selatan: Tembok Apartemen Villa 200, Unit A/49; 

d. Sebelah Barat: Jalan Kompleks Villa 200; 

2. Melarang Tergugat atau pihak manapun (kecuali Penggugat) untuk 

menempati atau mempergunakan rumah (Tanah dan Bangunan) beserta 

segala sesuatu yang melekat didalamnya terletak  Kecamatan Bekasi 

Selatan, Kota Bekasi, sebagai tempat usaha atau tempat tinggalnya; 

3. Memerintahkan Tergugat mematuhi isi putusan dengan perintah 

menghukum Tergugat segera menyerahkan kembali penguasaan fisik 

rumah kepada Penggugat; 

Dalam Pokok Perkara 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan harta benda berupa tanah dan bangunan (rumah tinggal) 

yang terletak , Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat,  

Sertipikat  Hak Milik Nomor xxxx, atas nama Tergugat diterbitkan dari 

Kantor  Pertanahan Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, luas Tanah 140 m2 

berikut Bangunannya seluas +/- 200 m2, adalah harta bersama (gono-

gini) milik Penggugat dan Tergugat; 

3. Menyatakan sah dan berharga penetapan sita harta bersama (Marital 

Conservatoir Beslaag) atas tanah dan bangunan yang terletak , 

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, berikut Sertipikat 

Hak Milik Nomor xxxx dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Propinsi 

Jawa Barat, atas nama Tergugat; 

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak ½ 

(seperdua) bagian atas harta bersama (gono-gini) tersebut; 
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5. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk 

segera menjual Harta Bersama serta membagi  dan menyerahkan 

seperdua bagian atas hasil penjualan harta bersama tersebut kepada 

masing-masing pihak, baik melalui penjualan langsung atau proses 

lelang; 

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali penguasaan fisik 

Harta Bersama kepada Penggugat; 

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bukti kepemilikan harta 

bersama, berupa asli Sertipikat Hak Milik No. xxxx berikut surat-surat 

rumah kepada Penggugat untuk keperluan penjualan harta bersama; 

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atau menurut 

hukum; 

Subsidair: 

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang 

memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding berpendapat lain mohon 

kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya. Ex Aequo et Bono; 

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya 

pada pokoknya menyatakan: 

1. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding  

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah apakah 

dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam gugatannya 

terbukti sah dan meyakinkan?  

a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam 

gugatannya dan ditolak oleh Terbanding; 

b) Bahwa Pembanding mendalilkan pada memori bandingnya bahwa 

Pembanding tidak sepakat terhadap putusan Judex Facti/Pengadilan 

Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang 

cukup terhadap keterangan saksi dan Terbanding karena seharusnya 

Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama lebih mencermati secara 

seksama terhadap ketidakjelasan mengenai maksud dan tujuan 

pemberian uang dalam pembelian rumah tersebut mengingat bahwa 
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terjadinya pembelian rumah tersebut Pembanding dan Terbanding 

masih berstatus suami isteri; 

Dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Judex Facti/Pengadilan 

Tingkat Pertama kurang teliti dan mencermati terhadap 

ketidakjelasan mengenai maksud dan tujuan pemberian yang dalam 

pembelian rumah tersebut bahwa Judex Facti telah cermat dan 

meneliti berdasarkan bukti-bukti surat sena penyataan saksi-saksi 

yang diajukan oleh Terbanding, dan Judex Facti juga telah 

mempertimbangkan bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi telah 

menguatkan dali-dalil Terbanding bahwa untuk membeli rumah 

dimaksud adalah uang pemberian orang tua Terbanding hal mana 

dapat dilihat dan dibaca pada halaman 46 Putusan Nomor 

Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks. Maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 

87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "harta bawaan dari 

masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing 

sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-

masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam 

perjanjian perkawinan" dan telah diakui bahwa antara Pembanding 

dan Terbanding tidak ada perjanjian perkawinan begitu pula dan hasil 

musyawarah Kamar Agama Mahkamah Agung majelis hakim 

menetapkan bahwa tanah seluas 140 m2 yang di atasnya berdiri 

bangunan rumah dengan luas bangunan 43,5 m2 yang terletak di , 

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sertipikat Hak 

Milik Nomor xxxx, atas nama Tergugat adalah merupakaan harta 

bawaan Terbanding; 

Saksi telah menjelaskan kepada majelis hakim pemeriksa perkara 

pada tingkat pertama, yakni sebagai berikut: 

1) Bahwa benar saksi Saksi menjual rumah di Villa 200 asalnya 

menjual kepada kakak Terbanding yang bernama Budi namun di 

kwitansi Budi meminta agar diatasnamakan adiknya yaitu 

Terbanding dengan harga Rp40.000.000,00 dengan pembayaran 
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yang Rp20.000.000,00 ditranfer melalui Bank Angkasa dan yang 

Rp20.000.000,00 dibayar cash pada tahun 1992, namun 

dibuatkan akta jual beli pada tahun 1994; 

2) Bahwa semula saksi menyangka yang membayar adalah Budi, 

namun katanya Budi sudah diganti uangnya oleh orang tuanya; 

3) Saksi mengakui telah membuat kwitansi 2 (dua) kali, pertarna 

jumlahnya Rp45.000.000,00 yang dibawa oleh Pembanding dan 

yang kedua jumlahnya Rp40.000.000,00 yang dibawa oleh 

Terbanding, saksi mengakui ketika itu salah, jadi diantara 2 

kwitansi itu yang benar yang jumlahnya Rp40.000.000,00 yang 

akan digunakan untuk membuat akte jual beli dan; 

4) Saksi mengaku pernah meminjam uang kepada Budi sejumlah 

Rp1.000.000,00 namun oleh karena rumah saksi dibeli Budi 

maka hutang dianggap lunas, dan saksi lupa apakah ketika 

terjadi akta jual beli saksi sudah menyerahkan sertipikat atau 

belum; 

2. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama 

Bahwa Pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar oleh karenanya 

majelis hakim telah memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Harta yang diperoleh 

selama perkawinan, menjadi harta bersama" dan Pasal 1 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa; "Harta kekayaan dalam 

perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri 

atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung 

dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar 

atas nama siapapun,". Hal mana dapat dibaca dan dilihat pada halaman 

47 sampai dengan halaman 48 putusan Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks 

tertanggal 11 Februari 2020, maka majelis hakim berpendapat bahwa 

yang menjadi harta bersama Pembanding dan Terbanding adalah 

renovasi yang dilakukan selama dalam perkawinan antara Pembanding 

dan Terbanding; 
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Bahwa untuk menentukan mana yang menjadi harta bawaan Terbanding 

dan mana yang menjadi harta bersama antara Pembanding dan 

Terbanding, maka Majelis Hakim akan menentukan berdasarkan 

prosentase sebagai berikut: 

"Bahwa sebagai harta bawaan Tergugat berupa tanah seluas 140 m2 dan 

bangunan rumah di atasnya seluas 43,5 m2 dari 200 m2 adalah 21,75% 

sehingga yang menjadi harta bersama antara Pembanding dan 

Terbanding adalah 100% - 21,75 % = 78,25 %". Bahwa putusan perkara 

a quo sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah sangat 

berdasar hukum bila dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa 

Barat; 

Pada memori banding Pembanding dapat dibaca dan dilihat pada 

halaman 8, Pembanding telah mengakui bahwa kewajiban pokok 

seorang suami adalah menyediakan rumah tempat tinggal yang layak 

bagi keluarganya (anak dan istrinya), maka rumah yang dibeli oleh suami 

pada saat berlangsungnya perkawinan adalah harta bersama antara 

suami dan istri, walaupun diketahui uang untuk pembelian rumah 

tersebut berasal dari orang tua suami. Pembanding telah mengakui 

bahwa uang yang digunakan untuk membeli rumah yang terletak di , 

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat adalah pemberian 

dari orang tua Terbanding; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding mohon kiranya Bapak 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq Majelis Hakim Tinggi Agama 

memutuskan sebagai berikut: 

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ 

Penggugat;  

2. Mengadili sendiri menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 

Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tertanggal 11 Februari 2020; 

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta 

surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara a quo, salinan resmi putusan 

Pengadilan Agama Bekasi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks 11 Februari 2020 
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Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, serta 

setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Kuasa 

Hukum Pembanding I dan kontra memori banding dari Terbanding, maka 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui pertimbangan dan 

putusan Pengadilan Agama Bekasi karena pertimbangan tersebut sudah 

tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi 

Agama sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam memori banding dari Kuasa 

Hukum Pembanding I tidak ada hal yang dapat melemahkan atau 

membatalkan putusan Pangadilan Agama Bekasi tersebut karena semuanya 

telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama 

Bekasi, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu 

dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan 

Pengadilan Agama Bekasi tersebut harus dikuatkan; 

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding 

dibebankan kepada Pembanding; 

 Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding II tidak dapat diterima; 

II. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dapat diterima; 

III. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 

Prk/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriah; 

IV. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding 

I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); 
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi. 

bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1441 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. 

Faisol, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen  dan 

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.  masing-masing sebagai Hakim Anggota. 

Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 Masehi 

bertepatan dengan tanggal  10 Dzulqa’dah 1441 Hijriah dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim Anggota dan 

dibantu Setya Rini, S.H sebagai Panitera Penganti tanpa dihadiri  

Pembanding  dan Terbanding; 

 

 

Hakim Anggota 

 

 

Ttd.                                                   

 

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen   

 

Ketua Mejelis 

 

 

Ttd. 

 

  Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H. 

 

 

                         Ttd. 

 

     Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.   

 

 

Panitera Pengganti  

 

Ttd. 

 Setya Rini, S.H. 

 

 

Perincian Biaya: 

1. Administrasi         Rp134.000,00 
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2. Meterai   Rp   10.000,00 

3. Redaksi   Rp     5.000,00  

    Jumlah                 Rp150.000,00 

 

 

 

 

                           Untuk salinan yang sama bunyinya oleh: 

              PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG, 

 

 

                                      Saksi Zainal Mutaqien 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


